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ABSTRAK : -

CATATAN : -

Bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum bagi pengusaha di
Kawasan Berikat, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dengan
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Keppres RI Nomor 56/P Tahun 2010, Permenkeu Rl Nomor 147/PMK.04/2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
tidak dipungut atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kawasan Berikat dan/atau PDKB. Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tidak dipungut atas pemasukan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh Pengusaha Kawasan
Berikat dan/atau PDKB dengan menggunakan faktur pajak sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Terhadap
pengeluaran Bahan Baku dan/atau Sisa Bahan Baku asal tempat lain dalam
daerah pabean dengan tujuan untuk dipindahtangankan ke perusahaan
industri di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c, wajib dilunasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
yang pada saat pemasukan Bahan Baku ke Kawasan Berikat tidak dipungut
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2012.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Desember
2011.



